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Bada$ pemeriksa Keuangan berdasarkn Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Utrdattg-

Undang Nomor 15 Tahun 20O4, telatr melakukan pemeriksaan atas l-sporan Keuangan Pernerintah

faUupaten Barito Selatan Tahgn Anggaran 2018, yang terdiri dari Laporan R€slisasi Anggamrt

fupuoo pgrubatran Satdo Anggaran kblt\ Nerac4 Iaporan Operasional, laporan Arus l(as, Laporan

Perubahan Ekuitas dan CaAtan atas LaPoranKeuangan.

pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Kcuangan Pemerintatr

Kabupaten Barito Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan den$r Standar

*untnsi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intenr, dan kepatuhan teftad.p ketentuar

p€rafuran penrndang-undangaL

pokok-pokok hasil pemeriksaan afas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun

2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut: 
i

1. Opini atas LaPoran Kanangan

Berdasrrkan hasil pemeriksaarl BPK menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern
BpK menemr&an adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intem dalam penyusunan laporan

ker:anga& anara lain:

a. Aiet lain-L:in - Aset t-ainnya Berupa Aset dalam Proses Hibatr dan Aset Tetap Kondisi

Rusak Berat Belum Diproses Penghapusannyq

b. Pencatatan dan Pengelolaan Aset Tetap Belum sqenuhnya Memadai; dan

c. pengendalian Penerimaan Kas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daeratr dan Dinas

Lingkungan Hidup Kurang Memadai.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-u ndangan

BpK juga menemukan adanya ketidakpatuhan tertladap ketentuan Fraturan perundang-undangan

dalam pengelolaan keuangarq antara lain:

a Terdapat Potensi Pendapatan atas Tunggakan Cicilan.P_ernbayaran Pajak Mineral Bukan

Loga; dan Batuan serk berds Keteflalnbatan Sebesar Rp?20.700.000,00; dan

b. Kelebihan pembayaran atas Hrsn Pak*t Pekerjaan Sebesar Rp453.311.402,25 pada Dinas

Pekerjaan Umum danPffidffin Ruary.



I

I

I
8,ll

t,
I
i

I

l

l."i

kelemahan-kelenralran tergebt"& BfK Mc S€latan, antara

SfEr:-fremerintatrkan 
Seketaris Daerah sebagai @*eb Bq e* sdak*an penghapusan

fnfp y*g kondisinya rusak befat dan tidak @ **gwa*'st W,&k kagiatan operasional

pemerintahan muai Prosdu4

Memerintahkan Kepala SOPD terkait untuk rmksr ffi p*i*fo Furikan dan menarik

seluruh aset yang dikuasai oleh yang tidak beduk;

Memerintatrkan Kepata BPKAD unfirk lebih memlns*m* pemgwldslian terhadap Kas di

Bendahara Penerimaan dengan cara rekonsiliasi rutin t@ permimaan s€cara keseluruhan

entara Krrasa BUD dengan Sub Bidang Monitoring dafi Felspffisn;

Memerintalrkan Kepala BPKAD untuk menagih piura*g pejali r*ineral bukan logam dan batuan

sebesar Rp?20.700.000,00. ke,pada CV ALM; dan

Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk meminta p€rhnggungiawaban KPAIPPK untuk

menarik kalebihan pembayaran sebesar Rp453.3 t 1.402,25 dan rnenyetorkan ke Kas Daerah.

Unhrk jelasnya kami lampirtan laporan hasil pemeriksaan dkaksud, yaitu Laporan Nomor

3**ILHP/XH"PAU05/20I9; Nomor 39.8&fiPDflX.FAU05/2019; dan Nomu

3$.C/LHPDilX.PAU05A0I9 masing-masing bertanggal 21 Mei 201 9.

Ssuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 Ayx (3), jawaban atau penjelasan entitas

kepada BpK teaang tidak tanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (en*rn

puluh) hari s€telah laporan hasil pemeriksaan ini diterima'

Aks perhatian dankerja samayang bailq kami mengucapkan terimakasih-

tan Tengrh

s.E., M.M., Ak, C
. 196807061990031003

Tembusan:
l. Yrh. AnggotaVI BFK RI;

2, Yth. Menteri DalamNegeri;

3. Yth. Auditor U|ama KN VI BPK RI;

4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;

5. Yth. Kepala Direl$orat Utama Revbang BPK RI;

6. Yth. Inspektur Kabupaten Barito Selatan.
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